
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia
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PUTUSAN

Nomor 3933/Pdt.G/2023/PA.Krw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili  perkara

perdata  agama  pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  Majelis  Hakim  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat,  NIK  3215035203940002  berdasarkan  Kartu  Tanda  Penduduk

Kabupaten Karawang tertanggal 18 Februari 2019, tempat

tanggal lahir, Karawang, 14 Januari 1995, umur 28 tahun,

agama  Islam,  pendidikan  SMK,  pekerjaan  Karyawan

Swasta,  bertempat  tinggal  di  Kabupaten  Karawang,

sebagai Penggugat; 

Lawan

Tergugat,  NIK 3215041804960003,  tempat  tanggal  lahir  Karawang,  18 April

1996,  umur  27  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SMP,

pekerjaan  Buruh  Harian  Lepas,  bertempat  tinggal  di

rumah  orang  tua  yang  bernama  Kabupaten  Kerawang,

sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa,  Penggugat  dalam  surat  gugatannya  yang  telah  didaftar  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Karawang,  dengan  register  Nomor

3933/Pdt.G/2023/PA.Krw.,  tanggal  08 November 2023,  dengan dalil-dalil  dan

alasan sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  telah  menikah  dengan  Tergugat  secara  sah

menurut hukum Islam pada tanggal 29 September 2016, dan tercatat di

Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Telukjambe  Timur,  Kabupaten
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Karawang,  dengan  bukti  Buku  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor

0528/123/IX/2016, tertanggal 29 September 2016;

2. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat

bertempat tinggal  bersama terakhir  di  rumah milik  Penggugat  di  Jalan,

Kabupaten Karawang; 

3. Penggugat  dengan  Tergugat  telah  hidup  rukun  dan  telah

berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba’da dukhul), dan telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:

 Saksi, lahir di Karawang 29 April 2017, umur 6, laki-laki, pendidikan

belum sekolah;

Bahwa anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa sekitar bulan Desember 2019, kondisi  rumah tangga mulai

tidak  harmonis  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

4.1. Bahwa Tergugat  tidak bertanggung jawab terkait  nafkah

lahir  disebabkan  Tergugat  tidak  terbuka  perihal  penghasilan.

Tergugat memberikan nafkah kira-kira perhari Rp. 100.000 (seratus

ribu  rupiah),  itupun  pemberiannya  tidak  menentu,  sehingga  untuk

mencukupi  kebutuhan  rumah  tangga  bersama  Penggugat

mengandalkan penghasilannya;

4.2. Bahwa  Tergugat  diketahui  memiliki  wanita  idaman  lain,

yang  berasal  dari  Kabupaten  Karawang,  kabar  tersebut  diketahui

Penggugat dari Handphone Tergugat melalui media sosial Whatsapp

yang berisi  chat dan foto mesra dengan wanita tersebut dan juga

Tergugat  sudah  menikah,  saat  ini  Tergugat  sudah  mengakuinya,

sehingga Penggugat merasa kecewa;

5. Bahwa  setelah  permasalahan  tersebut  diatas,  Penggugat  tetap

bersabar  dan  mempertahankan  kehidupan  rumah  tangga  dengan

Tergugat,  Penggugat  sudah berupaya meminta bantuan pihak keluarga

untuk menasihati dan mendamaikan, namun tidak berhasil;

6. Bahwa  puncak  permasalahan  terjadi  sekitar  bulan  April  2020,  di

mana antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 3933/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka terkait penghasilannya dan diketahui memiliki wanita idaman lain.

Tergugat  pergi  meninggalkan  Penggugat  ke  rumah kediaman orangtua

Tergugat bernama …Kabupaten Kerawang, sedangkan Penggugat tetap

tinggal  di  rumah  kediaman  milik  Penggugat  di  Kabupaten  Karawang.

Sejak saat  itu  Tergugat tidak pernah lagi  memberikan nafkah lahir  dan

batin kepada Penggugat; 

7. Bahwa atas  permasalahan tersebut  di  atas,  rumah tangga antara

Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  dapat  dibina  lagi  dengan  baik,

sehingga  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah,  dan  rahmah  tidak

tercapai,  dan  oleh  kerena  itu  untuk  menghindari  permasalahan  rumah

tangga antara Penggugat  dengan Tergugat  yang tidak kunjung selesai,

maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas

hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa  Penggugat  sanggup  untuk  membayar  biaya  yang  timbul

akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan

cerai  Penggugat  ini  telah  sesuai  dan  memenuhi  ketentuan  hukum  dan

mempunyai  alasan-alasan  yang  cukup.  Maka  oleh  karenanya  Penggugat

memohon  kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Karawang  c.q. Majelis  Hakim

berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili  perkara ini

dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: 

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  terhadap

Penggugat;

3. Membebankan  biaya  yang  timbul  akibat  perkara  ini

menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di
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persidangan  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang

dibacakan di  persidangan,  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan patut,

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan

oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis  Hakim telah  menasehati  Penggugat  agar  berpikir  untuk

tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara  ini  tidak  dapat  dimediasi  karena Tergugat  tidak  pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti berupa:

Surat:

 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0528/123/IX/2016, tertanggal

29 September 2016, an. Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh

Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Telukjambe  Timur,  Kabupaten

Karawang,  bukti  surat  tersebut  telah  diberi  materai  cukup  dan  telah

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P); 

Saksi:

1.    Saksi  I,  umur 51 tahun,  agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas,

beralamat  di  Kabupaten  Karawang.  Saksi  di  bawah  sumpah  telah

memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut: 
 Bahwa  saksi  kenal  dengan  Tergugat  dalam  hubungan  selaku

Kakak Kandung Penggugat;

 Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sebagai  suami  istri,  mereka

menikah  pada  tahun 2016,  dan  tercatat  di  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang;

 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah

tangga terakhir di rumah milik Penggugat;
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 Bahwa Penggugat  dan Tergugat telah  dikaruniai  seorang orang

anak;

 Bahwa  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat

awalnya rukun, namun bulan  Desember 2019 mulai kelihatan tidak

harmonis;

 Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat

bertengkar; 

 Bahwa  yang  saksi  tahu  mereka  bertengkar  karena  masalah

ekonomi, Tergugat juga sudah memiliki wanita idaman lain;

 Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  berpisah  tempat  tinggal  sejak

bulan  bulan  April  2020,  Tergugat  pergi  meninggalkan  Penggugat,

sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan

bathin kepada Penggugat;

 Bahwa  saksi  pernah  merukunkan  Penggugat  dengan  Tergugat

tetapi  Penggugat  tetap  mau  bercerai  dengan  Tergugat  karena

Tergugat sudah tidak bertanggungjawab;

 Bahwa  sudah  musyawarah  kedua  keluarga  Penggugat  dan

Tergugat  tetapi  tidak  berhasil  merukunkan  Penggugat  dengan

Tergugat;

2.    Saksi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga,

beralamat  di  Kabupaten  Karawang,  saksi  di  bawah  sumpah  telah

memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:
 Bahwa  saksi  kenal  dengan  Tergugat  dalam  hubungan  selaku

Kakak Kandung Penggugat;
 Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sebagai  suami  istri,  mereka

menikah  pada  tahun 2016,  dan  tercatat  di  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang;

 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina

rumah tangga terakhir di rumah milik Penggugat;

 Bahwa Penggugat  dan Tergugat telah  dikaruniai  seorang

anak;
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 Bahwa  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat  awalnya  rukun,  namun  bulan  Desember  2019 mulai

kelihatan tidak harmonis;

 Bahwa  saksi  pernah  melihat  antara  Penggugat  dengan

Tergugat bertengkar; 

 Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena masalah

ekonomi, Tergugat juga sudah memiliki wanita idaman lain;

 Bahwa Penggugat  dan Tergugat  berpisah tempat  tinggal

sejak bulan April 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak

saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin

kepada Penggugat;

 Bahwa  saksi  pernah  merukunkan  Penggugat  dengan

Tergugat  tetapi  Penggugat  tetap  mau  bercerai  dengan  Tergugat

karena Tergugat sudah tidak bertanggungjawab;

 Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Penggugat dan

Tergugat  tetapi  tidak  berhasil  merukunkan  Penggugat  dengan

Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana

tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini,  maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana

diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari  sidang yang telah ditetapkan, Penggugat

datang  menghadap  sendiri  ke  muka  sidang,  sedangkan  Tergugat  meskipun

telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  tidak  datang  menghadap  ke  muka

sidang  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  datang  menghadap  sebagai

wakil/kuasa  hukumnya,  dan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  itu

disebabkan  suatu  halangan  yang  sah,  oleh  karenanya  Tergugat  harus
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dinyatakan tidak hadir,  dan berdasarkan Pasal  125 ayat  (1)  HIR perkara ini

diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa

keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang awalnya harmonis,

namun sejak  bulan  Desember  2019  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan

karena karena masalah ekonomi, Tergugat juga sudah memiliki wanita idaman

lain, kemudian sejak bulan April 2020. Penggugat dan Tergugat pisah tempat

tinggal  hingga  sekarang.  Oleh  karena  itu,  Penggugat  mohon  kepada  Ketua

Pengadilan  Agama  Karawang c.q. Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan

mengadili  perkara  ini  untuk  mengabulkan  gugatan  Penggugat,  dan

menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil  gugatannya,  Penggugat

telah mengajukan bukti  tertulis  yang diberi  kode P dan 2 (dua)  orang saksi

sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta

autentik  (vide Pasal  165 HIR  jo. Pasal  1868-1870 KUHPerdata),  bermeterai

cukup  dan  sesuai  dengan  aslinya,  oleh  karenanya  bukti  P  tersebut  harus

dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan

mengikat  (bindende),  sehingga  antara  Penggugat  dan  Tergugat  harus

dinyatakan  terdapat  hubungan  hukum,  yaitu  sebagai  suami  isteri  sah  yang

tercatat  pada KUA Kecamatan Telukjambe Timur,  Kabupaten Karawang dan

sekaligus  memiliki  kedudukan  hukum  sebagai  pihak  yang  berkepentingan

dalam perkara ini (persona standi in yudicio);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah

masalah  masalah ekonomi, Tergugat juga sudah memiliki wanita idaman lain

yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, maka sesuai

dengan ketentuan Pasal  22  Ayat  (2)  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun

1975  jo Pasal  76  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang

Peradilan Agama, Pengadilan perlu  mendengar keterangan saksi-saksi  yang

berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;
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Menimbang,  bahwa saksi-saksi  yang diajukan oleh Penggugat  ternyata

merupakan  Saudara-saudara  Kandung  Penggugat,  maka  Majelis  Hakim

berpendapat  bahwa  keterangan  saksi-saksi  tersebut  dapat  dipertimbangkan

kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi  tersebut mengenai  keadaan

rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan fakta yang dilihat dan

didengar oleh saksi-saksi  tersebut dan relevan dengan dalil-dalil  yang harus

dibuktikan  oleh  Penggugat,  oleh  karena  itu  keterangan  saksi-saksi  tersebut

telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga

keterangan  saksi-saksi  tersebut  memiliki  kekuatan  pembuktian  dan  dapat

diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  kesaksian  para  saksi  dihubungkan

dengan  dalil-dalil  pokok  gugatan  Penggugat,  maka  Majelis  Hakim  telah

menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

 Bahwa  sejak  bulan  Desember 2019  kehidupan  rumah  tangga

Penggugat  dan  Tergugat  tidak  harmonis,  antara  Penggugat  dengan

Tergugat  sering   terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus-

menerus yang disebabkan karena karena masalah ekonomi, dan Tergugat

juga sudah memiliki wanita idaman lain;

 Bahwa  akibat  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  pada  bulan

April 2020 Tergugat pergi meninggalkan tempat rumah tangga;

 Bahwa  selama  pisah rumah tersebut  Penggugat  dan Tergugat

tidak   menjalankan  kewajibannya  dan  tidak  mendapatkan  hak-haknya

sebagai suami istri;

 Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan

Tergugat, namun tidak berhasil;    

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Majelis

Hakim  berpendapat  bahwa  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat  sudah  pecah  dan  tidak  ada  ikatan  lahir  batin  lagi  sehingga  untuk

mewujudkan  rumah  tangga  yang  penuh  kasih  sayang,  bahagia  dan  kekal

sebagaimana dimaksud Al Qur’an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-
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Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dicapai lagi oleh

Penggugat dan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  mempertahankan  perkawinan  yang  sudah  pecah

adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi

melaksanakan kewajiban dan tidak mendapatkan hak-haknya sebagai  suami

istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan

akan terjadi  kemadlaratan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal

ini  sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38

K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: ”Kalau Pengadilan

telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak

sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut,  Majelis Hakim perlu

mengemukakan pandangan hukum dalam kitab Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu

juz  VII  halaman 529 yang  kemudian diambil  alih  menjadi  pendapat  Majelis,

yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : “Apabila telah tetap adanya dhoror (dalam rumah tangga) dan Hakim

sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan

mereka dengan talak satu ba’in”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan

beralasan hukum karena telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  jo.  Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung

secara terus-menerus dan antara kedua belah pihak tidak ada harapan untuk

hidup  rukun  kembali,  oleh  karenanya  petitum  gugatan  Penggugat  patut

dikabulkan dengan verstek;

Menimbang,  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal  119 ayat  (2)  huruf  c

Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
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adalah talak bain sughra;

Menimbang, bahwa karena perkara  a quo termasuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 ayat  (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  biaya

perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat  dan  memperhatikan  semua  ketentuan  perundang-undangan

yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil  secara resmi dan patut

untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;  
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;  
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat;  
4. Membebankan kepada Penggugat  untuk membayar  biaya perkara

yang  hingga  saat  ini  sejumlah  Rp610.000,00 (enam  ratus  sepuluh  ribu

rupiah). 
Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, bertepatan dengan tanggal

8 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami Khalid Gailea, S.H., M.H. sebagai Ketua

Majelis,  Muhammad Ismet,  S.Ag.,  M.H. dan Drs. H. Abu Aeman, S.H.,  M.H.

masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan  dalam

sidang terbuka untuk  umum oleh Ketua Majelis  tersebut  dengan didampingi

oleh  Hakim  Anggota  dan  dibantu  oleh  Dindin  Pahrudin,  S.H,  M.H.  sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; 

Ketua Majelis,

Khalid Gailea, S.H., M.H.
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    Hakim Anggota,                            Hakim Anggota,                         

Muhammad Ismet, S.Ag., M.H.            Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H.       

Panitera Pengganti,

Dindin Pahrudin, S.H, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp.   30.000,00
2. Biaya Proses : Rp.   50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp.  340.000.00
4. Biaya PNBP Panggilan : Rp.  20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp.   10.000,00
6. Biaya Meterai                          : Rp.   10.000,00
          Jumlah : Rp.  610.000,00

                   (enam ratus sepuluh ribu rupiah) 
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